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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif 
empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu dialog 
langsung berupa tanya jawab dan studi dokumen yaitu dengan melakukan 
pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan 
masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, 
jurnal, hasil seminar, dan situs internet.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah Kota Tegal 
menerbitkan ketentuan hukum tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai bentuk pencegahan terjadinya dampak lingkungan 
hidup. Selain itu pencegahan dampak lingkungan hidup yang dilakukan oleh 
pihak pengembang yaitu pada site planya melampirkan pembuatan drainase, 
menerbitkan IPAL dan menyediakan 40% RTH., 2) Pembangunan perumahan 
yang dilakukan oleh pihak pengembang wajib memiliki izin lingkungan, dimana 
izin lingkungan dapat diberikan jika usaha pembagunan perumahan tersebut 
memiliki UKP-UPL atau Amdal. Selain itu sebelum melakukan pembangunan 
perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan  
 










ISMET GUNAWAN, 5117500036, THE IMPLEMENTATION OF LAW 
ENFORCEMENT ON THE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT 
(AMDAL) OF HOUSING DEVELOPMENT IN TEGAL CITY 
 
This research is conducted using empirical normative research methods with 
data collection techniques through interviews, namely direct dialogue in the form 
of  Q&A and document studies, namely by recording data directly from 
documents whose contents relate to research problems, namely laws and 
regulations, books, papers, journals, seminar results, and internet sites.  
The results of this study show that: 1) The Tegal City Regional Government 
issued legal provisions on procedures for the delivery of public housing 
infrastructure, facilities, and utilities and environmental protection and 
management arrangements as a form of prevention of environmental impacts. In 
addition, the prevention of environmental impacts carried out by the developer is 
on the site planya attaching drainage, issuing IPAL and providing 40% RTH., 2) 
Housing development carried out by the developer must have an environmental 
permit, where environmental permits can be granted if the housing development 
business has UKP-UPL or Amdal. In addition, before carrying out housing 
development, the developer is also required to have a utilization permit.  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya 
sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan bagi masyarakat sehingga 
kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling 
mengimbangi hingga tercapainya tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan 
dan kebahagian bagi rakyat seluruhnya.  
Dalam arti implementasi pembangunan harus sesuai dengan substansi 
yang akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) 
disebutkan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”  
Implementasi dari Pasal 33 ayat(3) UUD NRI 1945 dituangkan dalam 
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), yaitu Negara 
diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
Pasal 14 UUPA dijelaskan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi 
cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum 




untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Rencana Umum yang 
dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia danPemerintah 
Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah 
sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah.  
Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaaatan tanah agar 
optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka 
untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah diterbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
(selanjutnya disingkat PP Penatagunaan Tanah) dan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU 
Penataan Ruang). 
Industri properti khususnya perumahan merupakan salah satu kegiatan 
usaha yang semakin hari semakin bertumbuh. Ini dibuktikan dengan 
semakin banyaknya perumahan-perumahan yang bermunculan. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
(selanjutnya disingkat UUPKP) mendefenisikan Kawasan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. 
Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan 
kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan 




kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem 
pembiayaan, serta peran masyarakat.  
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan khususnya 
perumahan akan memberi dampak kepada peningkatan kebutuhan akan 
tanah. Hal ini ternyata dihadapkan pada permasalahan-permasalahan 
dalampenggunaan dan pemanfaatan tanah. Salah satu permasalahan yang 
ditimbulkan adalah ketika kegiatan usaha pembangunan perumahan telah 
beroperasi dan dalam pelaksanaannya telah terjadi dampak lingkungan 
hidup1 yang mengarah pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup padahal 
sebelum memulai usahanya pihak pengembang telah memiliki izin 
lingkungan. Industri properti yang tumbuh pesat Kota Tegal, menimbulkan 
dampak negatif pada lingkungan sekitar kawasan perumahan.  
Bentuk komitmen Pemerintah Kota Tegal terhadap pengelolaan ruang 
kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pada tahun 2012 telah 
terbit Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2012-2032. Dalam Peraturan 
Daerah Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Tegal Tahun 2012-2032 dikatakan bahwa tujuan penataan 
ruang Kota Tegal adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Tegal yang 
terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju 
dibidang pertanian, industri, jasa, perdagangan dan wisata melalui inovasi, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan 
mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (selanjutnya disingkat 




lingkungan dalam hal pengelolaan limbah yang pada akhirnya menimbulkan 
pencemaran lingkungan. Perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang 
yang tidak memiliki saluran limbah dari perumahan yang dibangun. Limbah 
cair yang tidak dikelola akan menimbulkan dampak pada perairan. 
Pengelolaan limbah cair dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang 
terjadi, serta untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan pencemar 
yang terkandung di dalam perairan. 
Penataan Ruang telah ditentukan bahwa Pengaturan perlindungan dan 
pemanfaatan lingkungan hidup diatur dengan baik, Pasal 3 UU Penataan 
Ruang Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:  
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 
lingkungan buatan  
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 
manusia; dan  
c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.  
Pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian 
serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan 




terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia1. Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup 
(selanjutnya disingkat UUPPLH) sebagai regulasi yang mengatur tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH memberikan 
penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam 
setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan 
hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, 
akuntabilitas, dan keadilan.  
Pasal 1 angka 2 UUPPLH menentukan Perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yangdilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 
hukum. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditarik benang merahnya 
bahwa setiap pengembang perumahan2 dalam membangun perumahan wajib 
menjaga kelestarian lingkungan sehingga bagi pengembang diwajibkan 
memiliki izin lingkungan sebelum memulai kegiatan usaha pembangunan 
perumahan. Menurut Soemarwoto, perlindungan dan pengelolaan 
                                                 
1 Pan Mohamad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. 
Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, hlm. 767. 
2 Pengembang perumahan merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang pelaksanaan 
perumahan dan kawasan permukiman. Pengembang perumahan yang dimaksud dalam undang-
undang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pelaku usaha berbadan hukum yang 
didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan 




lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk 
memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan hidup agar kebutuhan dasar 
kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap kegiatan usaha 
diwajibkan memiliki izin lingkungan3 sebelum memulai kegiatan usahanya 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya 
adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap 
dan atauyang berdimensi lingkungan hidup. Seperti diketahui, bahwa 
masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi, khususnya ekologi 
manusia yang intinya terletak pada interaksi manusia dengan lingkungan 
hidupnya. Hukum lingkungan sebagai salah satu sarana penunjang dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam arti modern, 
merupakan hukum yang berorientasi dan berguru pada ekologi sehingga 
sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu 
sendiri4. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 
di bahas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah hubungan ketentuan hukum pembangunan perumahan 
dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kota Tegal ?  
                                                 
3 Pasal 1 angka 35 menentukan “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izinusaha 
dan/atau kegiatan. 
4 A.M.Yunus Wahid, Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan(Bagian dari hasil 
penelitian/Disertasi, 2006 dengan penyesuaian seperlunya). Jurnal Ilmiah Hukum “Ishlah”, 




2. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup 
akibat pembangunan perumahan di Kota Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :  
1. Mengetahui dan memahami hubungan ketentuan hukum tentang 
pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak 
lingkungan hidup di Kota Tegal.  
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pengendalian dampak 
lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kota Tegal. 
milik. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum 
ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang 
diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :  
1. Manfaat Teoritis  
Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan 
sumbangsih positif dalam perkembangan teori hukum mengenai 
pembangunan perumahan yang berdampak pada lingkungan hidup. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 
positif dalam praktik hukum di Indonesia terutama mengenai 




dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kota 
Tegal dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat 
pembangunan perumahan di Kota Tegal..  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait 
dengan tema penelitian yang peneliti laksanakan sebagai berikur :  
Penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam 
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh 
Nelly Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017. Dengan Rumusan 
Masalah bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan 
pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan 
bagaimanakah implementasi pembangunan perumahan masyarakat 
berpenghasilan rendah di daerah.   
Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dan UKL-UPL Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus Penelitian ini 
dilakukan oleh Nunung Prihatining Tias Program Pascasarjana Universitas 
Diponegoro Semarang 2009. Dengan rumusan masalah bagaimana 
pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan yang telah 
memiliki dokumen lingkungan dan bagaimana keterlibatan masyarakat 
sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.  
Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut 
di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. 




mengarah kepada aspek kajian hubungan ketentuan hukum tentang 
pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan 
hidup dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat 
pembangunan perumahan di Kota Tegal dengan didasarkan pada pengkajian 
hasil penelitian di lapangan dengan memadukan bahan-bahan hukum. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu 
penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis 
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum 
(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di 
lapangan5.  
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis 
yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum 
positif yang menyangkut permasalahan di atas.6 Metode deskriptif 
analitis bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang 
terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang 
ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan 
                                                 
5 Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007,  hlm 38,  




dengan kaidah–kaidah hukum tertentu dalam memecahkan 
permasalahan.7 
3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer 
yakni yang diperoleh dari studi lapangan (field research) berupa 
wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari undang-undang, 
buku-buku, sumber internet, dan lain-lainnya.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis 
teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, studi bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview8.  
1) Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan 
sebelumnya.  
2) Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (library research), 
dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari 
dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, 
hasil seminar, dan situs internet. 9 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah 
dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah 
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analisis kualitatif dan digunakan dengan cara mengurai data yang 
telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 
kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian 
atau pemahaman. Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat 
mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum 
sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan analisa 
kualitatif yakni untuk mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik 
suatu kesimpulan. 10. 
 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi 
dalam empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara 
satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, sistematika penulisan 
skripsi diuraikan sebagai berikut: 
BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang 
bersifat umur, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan.  
BAB II Bab ini merupakan tinjauan konseptual yang berisi beberapa 
tinjauan umum tentang perumahan dan permukiman, pembangunan 
berwawasan lingkungan, perizinan, perlindungan konsumen, dan 
kewenangan..  
                                                 




BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian hubungan ketentuan hukum 
pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak 
lingkungan hidup di Kota Tegal dan pelaksanaan pengendalian 
dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kota 
Tegal.  
BAB IV Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini dan berisi 





BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perumahan dan Permukiman 
Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau human, baik di 
perkotaan maupun perdesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya 
jumlah penduduk. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan akan rumah 
sebagai tempat tinggal atau hunian merupakan tanggung jawab masyarakat 
itu sendiri. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang 
meningkat bersamaan dengan pertambahan penduduk diperlukan 
penanganan dengan perencanaan yang saksama disertai keikutsertaan dana 
dan daya yang ada dalam masyarakat. Setiap manusia dihadapkan pada 3 
(tiga) kebutuhan dasar, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan 
papan (rumah). Namun demikian, pemerintah, pemerintah daerah dan 
perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan 
diharapkan untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 
akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian11. 
Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ditetapkan dalam 
Alinea IV UUD NRI 1945, yaitu:  
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia;  
b. memajukan kesejahteraan umum;  
                                                 




c. mencerdaskan kehidupan bangsa;  
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  
Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ialah 
memajukan kesejahtaraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum 
dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia 
dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada 
keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. 
Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: "Setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan."  
Kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap 
keiuarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan 
masyarakat yang tinggal yang padat penduduk di perkotaan. Negara juga 
bertanggung jawab menyediakan dan memberikan kemudahan dalam 
perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan serta 
keswadayaan masyarakat.  
Rumah sebagai tempat tinggal mempnnyai peran yang strategis dalam 
pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya 
membangun manusia Indonesia seutuhrya, berjati diri, mandiri, dan 




bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan 
tahapan atau siklus kehidupan manusia. 
Komarudin menyatakan bahwa perumahan merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan 
martabat manusia. Dalam rangka memenuhinya, perlu diperhatikan. 
Kebijaksanaan umurn pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah 
pertanahan, pembiayaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan 
perumahan.12 Masalah pertanahan menjadi salah satu faktor yang harus di 
perhatikan dalam pembangunan perumahan disebabkan pada dasarnya 
Perumahan dibangun di atas tanah dengan status tanah tertentu.  
Pembangunan perumahan ditujukan agar setiap keluarga menempati 
rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 
Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya 
memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas 
bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, 
serasi, dan teratur merupakan lingkungan yang memenuhi persyaratan 
penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, 
dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya13. Dalam pembangunan 
perumahan diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 
perumahan dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah, kasus, 
dan sengketa di bidang perumahan.  
                                                 





Pembangunan perumahan oleh siapa pun harus mengikuti ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perurdang-undangan sehingga 
tidak menimbulkan masalah, sengketa, dan kerugian. Pada mulanya, 
ketentuan mengenai perumahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah peganti Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2476) menjadi undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2611). Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-
Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3469). Undang-Undang No. 4 Tahun 
1992 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188).  
Pada saat ini, ketentuan mengenai perumahan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011. Berdasarkan Pasal 
166 UU PKP, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang 




Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3469) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. Latar belakang diundangkan UU PKP disebutkan dalam 
konsideran, yaitu:  
a. setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang 
merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang 
sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa 
sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, 
berjati diri, mandiri, dan produktif;  
b. negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia 
melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar 
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang 
layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis 
dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;  
c. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan 
kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi 
masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat 
sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang 
fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang mampu menjamin 




otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan 
masyarakat, berbangsa, dan bernegara;  
d. pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan 
keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah 
mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang 
layak dan terjangkau; dan  
e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu 
diganti.  
Dalam UU PKP ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai:  
(1) pemenuhan kebutuhan dasar;  
(2) tempat tinggal atau hunian;  
(3) aset (kekayaan) bagi pemiliknya;  
(4) status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya;  
(5) tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan;  
(6) sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi 
pemiliknya;  
(7) penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.  
Pasal 164 UU PKP menetapkan Ketentuan peralihan, yaitu: "Semua 
peraturan perundang-undangan yang merup in peraturan pelaksanaan dari 




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469), dan peraturan 
perundang-undangan lainnya mengenai perumahan dan permukiman, 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.  
Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992, antara lain:  
a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian 
Rumah oleh Bukan Pemilik.  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap 
Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.  
d. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan 
Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman Nasional.  
UU PKP membutuhkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam UU PKP yang 
membutuhkan peraturan pelaksanaan, yaitu:  
a. Undang-undang  
1) Pasal 46, Ketentuan tentang rumah susun diatur tersendiri 




2) Pasal 124, Ketentuan tentang tabungan perumahan diatur 
tersendiri dengan undang-undang.  
b. Peraturan Pemerintah  
1) Pasal 11, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  
2) Pasal 27, Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan 
perancangan rumah diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
3) Pasal 31, Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
4) Pasal 41 Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta 
pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki oleh negara 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
5) Pasal 50 Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
penghunian dengan cara sewa menyewa dan cara bukan sewa 
menyewa diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
6) Pasal 51 Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah 
negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
7) Pasal 53 Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai 




8) Pasal 55 Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan 
dan pembentukan lembaga oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah tentang kewenangan dalam pengalihan kepemilikan 
rumah umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
9) Pasal 55 Ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan 
dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
10) Pasal 58 Ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan 
pengembangan kawasan permukiman diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
11) Pasal 84 Ayat (7), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  
12) Pasal 85 Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan 
tata cara pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan sanksi 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
13) Pasal 90, Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan rumah 
dan prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
14) Pasal 93, Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan rumah dan 





15) Pasal 95 ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh baru diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
16) Pasal 104, Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali 
dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
17) Pasal 113, Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
18) Pasal 123 Ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengerahan dan pemupukan dana masyarakat, dana tabungan, 
dan dana lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
19) Pasal 126 Ayat(4), Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan 
dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan 
perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi masyarakat 
yang berpenghasilan rendah diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
c. Peraturan Menteri  
1) Pasal 33 Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan 
perizinan adan tata cara pencabutan izin pembangunan 
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah diatur 




2) Pasal 35 Ayat (2), Ketentuan mengenai hunian berimbang antara 
rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah rnewah diatur 
dengan Peraturan Menteri.  
3) Pasal 37, Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala 
besar dan kriteria hunian berimbang diatur dengan Peraturan 
Menteri.  
4) Pasal 42 Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem 
perjanjian pendahuluan jual beli rumah tunggal, rumah deret, 
dan/atau rumah susun diatur dengan Peraturan Menteri.  
5) Pasal 54 Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria 
masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan 
perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diatur 
dengan Peraturan Menteri.  
6) Pasal 133, Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat 
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 
dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diatur 
dengan Peraturan Menteri.  
d. Peraturan Daerah  
1) Pasal 36 Ayat (3), Kemudahan akses pembangunan rumah 
umum diatur dengan Peraturan Daerah.  
2) Pasal 49 Ayat (3), Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah 
digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa 




dengan Peraturan Daerah. Pasal 165 Undang-Undang No. 1 
Tahun 2011 menetapkan perintah pembuatan peraturan 
pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 2011, yaitu: "Semua 
peraturan pelaksanaan yang di- tentukan dalam undang-undang 
ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-
undang ini diundangkan. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan 
Definisi mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUPPLH, sebagai berikut : 
"Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 
kini dan generasi masa depan"14.  
Pembangunan berkelanjutan (suistainable development) adalah 
pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber-sumber alam dari 
kemusnahan dan menjaga lingkungan hidup dan ekosistemnya dari 
kerusakan yang mengancam manusia dan mahluk hidup lainnya. Konsep 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan 
penggabungan dari 2 (dua) konsep, yaitu suistainable development dan 
ecodevelopment.  
                                                 




Konsep negara berupa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan merupakan koreksi dan idiologi laissez faire yang berkembang 
pada saat terjadinya revolusi industri. Ideologi ini mengandung makna 
bahwa setiap orang boleh berbuat apapun dalam hal apapun asalkan dapat 
mendukung peningkatan pembangunan industri tanpa harus memperhatikan 
dampak yang ditimbulkannya.  
Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
dimuat dalam UU PPLH Pasal 1 ayat (3) yang berarti adalah upaya sadar 
dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan 
ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan 
berkelanjutan, pada satu sisi harus diletakkan sebagai kebutuhan dan 
aspirasi manusia kini dan masa depan. Oleh karena itu, hak-hak asasi 
manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas 
pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan 
konsep pembangunan yang berkelanjutan. 
Prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi beberapa 
hal, yaitu 15:  
a. Pemerataan dan Keadilan Sosial  
Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjamin 
adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan akan datang 
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yang berupa pemerataan distribusi sumber alam, dan ekonomi 
yang berkesinambungan (adil), berupa kesejahteraan semua 
lapisan masyarakat  
b. Menghargai Keanekaragaman (diversity)  
Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu di 
jaga. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk 
memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara 
berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. 
Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong 
perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat 
pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih 
dimengerti oleh masyarakat. 
c. Menggunakan pendekatan integratif  
Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara 
manusia dan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara 
bermanfaat dan merusak, oleh karena itu pemanfaatan harus 
didasarkan pada pemahaman keterkaitan antara sistem alam dan 
sistem sosial dengan menggunakan cara-cara yang lebih 
integratif dalam pelaksanaan pembangunan.  
d. Perspektif jangka panjang  
Perspektif pembangunan berkelanjutan yang seringkali 




kini lebih utama dari masa datang. Oleh karena itu persepsi 
semacam itu perlu diubah.  
Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan merupakan pola 
pembangunan yang memberikan jaminan pemeratan bagi masyarakat, 
menghargai keanekaragaman hayati dan budaya, memelihara keseimbangan 
aspek kehidupan manusia, mahluk hidup dan alam sehingga kelestarian 
lingkungan akan terjamin. Konsep pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan, dapat dilihat dalam Pasal 2 UUPPLH yang 
merupakan asas dari UUPPLH bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang 
diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan 
berkelanjutan, dan asas manfaat. Pembangunan berkelanjutan adalah proses 
pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya) yang 
berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 
kebutuhan generasi masa depan. 
Pembangunan berkelanjutan (suistainable development) adalah 
pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber-sumber alam dari 
kemusnahan dan menjaga lingkungan hidup dan ekosistemnya dari 
kerusakan yang mengancam manusia dan mahluk hidup. Terpeliharanya 
fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting yang menuntut 
tanggung jawab dari pihak masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk 
memelihara dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup, oleh karena 
itu, diperlukan pembangunan yang memadukan lingkungan guna menjamin 




di dalam pembangunan ini diperlukan pembangunan yang berwawasan 
lingkungan. 
Di samping kesadaran dari pihak masyarakat dan pelaku usaha harus 
ditingkatkan mengenai pentingnya lingkungan hidup, pihak pemerintah pun 
harus menerapkan good environmental governance, adalah pemerintah yang 
mengerti atau peduli terhadap aspek lingkungan. Hal ini merupakan sarana 
bagi terwujudnya suistanable development yaitu pembangunan yang 
menjaga kelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup pada 
saat ini dan saat mendatang16.  
Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan adalah 
merupakan aktifitas yang melibatkan seluruh warga dan seluruh sistem 
sosialnya dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, 
oleh dimensional yang mengakibatkan perubahan-perubahan secara besar-
besaran terhadap struktur sosial, kebiasaan-kebiasaan yang telah 
melembaga, dan melibatkan segenap institusi secara nasional. Hasil 
pembangun harus tergambar antara lain dalam pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi yang semakin baik, berkurangnya ketidakadilan dan 
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C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan 
Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketantuan larangan peraturan perundang-
undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau 
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.18 Adapun pengertian perizinan 
adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, 
rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu 
usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu oraganisasi 
perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan 
suatu kegiatan atau tindakan19.  
Definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa 
istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu 
dispensasi, konsensi dan lisensi. Dispensasi ialah putusan administrasi 
negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang 
menolak perbuatan tersebut. WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi 
adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-
undang menjadi tidak berlaku lagi sesuatu hal yang istimewa (relaxation 
legis).  
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Menurut Ateng Syarifudin, dispensasi bertujuan untuk menembus 
rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi 
berarti menyisihkan pelarangan dalam hal khusus (relaxatie legis). Lisensi 
adalah sutau izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu 
perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 
memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan 
izin khusus atau istimewa. Sementara itu, konsesi merupakan suatu izin 
berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum 
terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari 
pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya 
kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pemerintah. Sesudah 
mengetahui pengertian dispensasi, konsensi dan lisensi, dibawah ini akan 
disampaikan beberapa definisi Izin.  
Pada Kamus Hukum, Izin (Vergunning) dijelaskan sebagai 
‘Overheidstoestemming door wet of verodening varies gasteld voor tal van 
handeling waarop in het algemen belang special toezicht vereist is maat die, 
in het algemen, niet als onwenselijk worden beschouwd’ (perkenaan/izin 
dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah 
yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan 
pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai 
hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).  
E.Utrech mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak 




diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, 
keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut 
bersifat suatu izin (vergunning).20 Bagir Manan Menyebutkan bahwa izin 
dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan 
atau perbuatan tertentu yag dilarang21. 
Philipus M.Hadjon tidak memberikan pengertian tegastentang izin 
tetapi hanya menyatakan bahwa izin merupakan keputusan dalam praktek 
pemerintahan dalam rangka ketentuan larangan yang ditentukan undang-
undang untuk mengendalikan masyarakat22. Philipus M.Hadjon juga 
menyatakan bahwa izin merupakan keputusan dalam praktek pemerintahan 
yang memberikan keuntungan karena pemegang izin diperbolehkan berbuat 
tidankan-tindakan tertentu23. Tatiek Sri Djamiati dalam disertasinya 
memberikan penjelasan hampir sama, Tatiek Sri Djimiati berpendapat 
bahwa izin merupakan instrumen yang biasa dipakai didalam bidang hukum 
administrasi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi warganya agar 
supaya mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan 
konkrit24.  
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Suparto Wijoyo memberikan pendapat serupa mengenai izin yaitu izin 
merupakan “legal means” yang terbanyak digunakan dalam hukum 
administratif. Pemerintah mempergunakan izin, sebagai sarana yuridis untuk 
mengendalikan tingkah laku para warga. Izin ialah persetujuan dari 
penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan 
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan25. Berdasarkan 
pendapat para sarjana diatas maka pengertian izin adalah: 
1) Izin merupakan tindakan pemerintahan yang berdasarkan 
Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan.  
2) Izin merupakan instrumen dalam hukum administrasi yang 
bertujuan mengatur kegiatan dalam kehidupan masyarakat 
dalam suatu negara.  
3) Izin merupakan persetujuan dari pemerintah untuk kegiatan 
yang menurut undang-undang adalah dilarang.  
4) Akibat hukum dari izin adalah memberikan keutungan bagi 
pemohon izin yaitu warga negara untuk melakukan perbuatan 
tertentu yang sebenarnya dilarang.  
Philipus M. Hadjon berdasarkan motif dari izin diatas menyatakan 
bahwa tujuan dari izin adalah pada dasarnya membatasi kebebasan individu 
atau membatasi penggunaan hak-hak dasar. Beliau menyatakan pembatasan 
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kebebasan individu tersebut hendaknya tidak melanggar prinsip dasar 
negara hukum yaitu asas legalitas26.  
Permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan 
oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur 
tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 
tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. 
Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 
tujuan izin, dan instansi pemberi izin. 
Syarat-syarat disertakan pada penerbitan izin dan sebagainnya itu, 
yang pada hakikatnya merupakan atauran hukum inkonkrito, dapat pula 
merupakan suatu penilaian yang sifatnya kondisional dalam arti bahwa 
penilaian tersebut baru dapat dilakukan apabila perbuatan yang disyaratkan 
harus dilakukan itu terjadi. Dengan lain perkataan syarat-syarat yang 
disertakan pada penerbitan izin dan sebagainya itu teryata tidak dipenuhi27. 
Permasalahan yang dapat timbul dan sering dijumpai dalam praktek, dan 
terutama dalam teori adalah bagaimana apabila syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh alat-alat perlengkapan administrasi negara dalam hal 
membuat suatu ketetapan administrasi itu mengalami kekurangan yang 
bersifat yuridis.28  
Hal tersebut diatas dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan 
administrasi itu menjadi ketetapan tidak sah. Dikatakan dapat, oleh karena 
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ada ketetapan administrasi yang mengalami atau mengandung kekurangan, 
bahkan kekurangan yang bersifat yuridis, namun ketetapan administrasi itu 
masih dapat dianggap sebagai suatu ketetapan administrasi sah29. Dengan 
demikian ada dua macam ketetapan administrasi, yaitu30: 
1) Ketetapan administrasi sah; dan  
2) Ketetapan administrasi tidak sah  
Mengenai akibat hukum ketetapan tidak sah (niet rechtsgelding 
beschikking) dalam hukum administrasi, yaitu : Nietig atau batal, dibagi 
menjadi 2 : 
1) Neitig van rechtswege atau batal karena hukum.  
2) Varnietigbaar atau dapat dibatalkan.  
Prosedur dan persyaratan izin, penerbitan izin juga harus 
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak oleh pemerintah 
daerah setempat. Asas-Asas umum pemerintahan yang layak dapat dipahami 
sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam 
penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat 
bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan 
wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.  
Berdasarkan penelitiannya, Jazim Hamidi menemukan pengertian 
AAUPB berikut ini31 :  
(a) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang 
dalam lingkungan hukum administrasi negara.  
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(b) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi 
negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan bakat uji bagi 
hakim administrasi dalam menilai tindakan administarsi negara 
(yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar 
pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.  
(c) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang 
tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik 
kehidupan masyarakat.  
(d) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis 
dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif.  
 
Meskipun dari sebagian asas itu berubah menjadi kaidah hukum 
tertulis, sifatnya tetap sebagai asas hukum. Pada awal kemunculannya, 
AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum 
(rechtbesherming) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk 
peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) bagi 
warga negara dan tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan 
sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping 
sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan32.  
Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, 
asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, 
yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
                                                 




Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
Dengan format yang berbeda dangan AAUPB dari negara belanda, dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas 
umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut: 
1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 
negara.  
2) Asas tertib penyelenggaran negara, yaitu asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggara negara.  
3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan 
selektif.  
4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 
rahasia negara.  
5) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara 




rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 
Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yaitu segala 
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan 
konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang 
menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, 
diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang 
yang merugikan pelaku usahahanya demi untuk kepentingan perlindungan 
konsumen33.  
Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen 
itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen 
serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan 
menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.34 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya 
dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu35: 
a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang 
dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 
huruf c)  
b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat 
unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses 
untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d)  
c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab 
(Pasal 3 huruf e)  
 
Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan 
kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan 
konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39/284 
tentang Guidelines for Consumer Protection, sebagai berikut36. 
a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan 
dan keamananya;  
b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi 
konsumen;  
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c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk 
memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat 
sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;  
d. Pendidikan konsumen; 
e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;  
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau 
organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan 
pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam 
proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 
mereka. 
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas 
perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan 
manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, 
serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai 
usaha bersama  berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan 
nasional yaitu:37   
1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 
2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 
                                                 





kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 
dan melaksanakan kewajibannya secara adil;  
3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;  
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;  
5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum.  
Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya 
mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara 
Republik Indonesia38. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, 
bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas 
yaitu39:  
1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 
keselamatan konsumen; 
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2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; 
dan 
3. asas kepastian hukum.  
Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan 
dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas 
keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan 
kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum 
yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa 
“Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan 
mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan 
melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.”40  
Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:  
1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian; 
2) konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan 
martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses 
negatif pemakaian barang dan/atau jasa);  
3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
                                                 




4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi;  
5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha;  
6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  
Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi 
pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, 
karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir 
yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum 
perlindungan konsumen41. 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 
Pada setiap pejabat administrasi Negara dalam bertindak harus 
memiliki wewenang yang sah atau harus dilandasi wewenang yang sah 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan42. Dengan demikian 
bahwa setiap pejabat administrasi negara harus dilekatkan kewenang yang 
sah berdasarkan peraturan perundang-undangan ketika dalam menjalankan 
tugasnya yang pada dasarnya untuk menghindari tindakan dari pejabat 
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administrasi bertindak sewenang-wenang (abuse of power), oleh karena itu 
kekuasaan yang dilimiki oleh pejabat tersebut harus dibatasi oleh hukum 
atau peraturan perundang-undangan43. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa wewenang merupakan 
kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Wewenang memiliki 
arti hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) 
dan hak yang didapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan 
diambil oleh instansi pemerintah lainnya44. Kemudian menurut Peter 
Leyland terdapat dua ciri terhadap kewenangan, setiap keputusan yang 
dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan yang mengikat kepada 
seluruh anggota masyarakat (harus dipatuhi oleh seluruh anggota 
masyarakat) dan setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah 
memiliki fungsi publik (melakukan public service)45. 
Wewenang adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar 
tidak timbul kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan. Keseluruhan wewenang pemerintah dijalankan oleh 
organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah tidak mungkin 
melahirkan keputusan yang sah. Antara lain sifat dari wewenang 
pemerintah:46  
a) Terikat pada suatu masa tertentu;  
b) Tunduk pada batas wilayah yang ditentukan;  
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c) Pelaksanaan dari wewenang tersebut terikat pada hukum tertulis 
dan tidak tertulis.  
Pada sifat wewenang yang selalu terikat dengan suatu masa tertentu 
ditentukan melalui peraturan perundang-undangan atau lamanya peraturan 
tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasarnya, apabila wewenang tersebut digunakan setelah melampaui batas 
waktunya menjadi tidak sah47. Sifat wewenang yang kedua terkait dengan 
batas wilayah kewenangannya artinya kewenangan tersebut digunakan pada 
suatu wilayah tertentu saja. Kemudian sifat wewenang yang ketiga, 
Indonesia sebagai Negara hukum, maka setiap melaksanakan kewenangan 
tersebut harus berdasarkan hukum48. 
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan harus didasarkan 
dengan hukum, jadi ketika dalam menjalankan tugasnya harus dilekatkan 
pada suatu kewenangan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan49. Dengan demikian maka untuk memperoleh wewenang 
pemerintah tersebut, dapat dilakukan melalui atribusi, delegasi dan mandat 
yaitu : 
(1) Atribusi, Memiliki arti pembagian, yang dimaksudkan sebagai 
pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang 
menjalankan kewenangan tersebut dengan atas nama serta 
menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan 
kewenangannya. Kemudian atribusi tersebut dapat terjadi 
                                                 






berdasarkan pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan 
yang mengatur50.  
(2) Delegasi, Penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi 
kepada yang yang lebih rendah, oleh karena itu delegasi dapat 
diartikan sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh pejabat 
kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung 
jawab pihak lain. 
(3) Mandat, Merupakan suatu wewenang yang dapat diperoleh 
melalui atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan 
atau pegawai bawahan apabila pejabat berwenang tersebut tidak 
sanggup untuk menjalankannya wewenang tersebut51.  
Dengan melihat beberapa wewenang tersebut maka adanya campur 
tangan pejabat daerah atau kepala daerah (pejabat publik) yang memiliki 
kewenangan dalam hal menetapkan dan memutuskan. Penggunaan 
wewenang pemerintah, wajib mengikuti aturan Hukum Administrasi Negara 
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Menurut Prajudi Atmosudirjo wewenang publik terdiri dari dua 
kekuasaan yang luar biasa, artinya tidak dapat dilawan dengan cara biasa, 
yaitu53 :  
(a) Wewenang prealabel, yaitu wewenang untuk membuat 
keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih 
dahulu dari pihak manapun.  
(b) Wewenang ex office, yaitu wewenang dalam rangka pembuatan 
keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak dapat 
dilawan oleh siapaun (yang berani melawan dikenakan sanksi 
pidana) karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat. 
Kuntjoro Purbopranoto, bahwa pembatasan tindakan pemerintah itu 
memang ada, yaitu tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, tidak boleh 
melawan hukum (onrechmatig) baik formil maupun materiil dalam arti luas, 
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Pelaksanaan wewenang pemerintah, pejabat adminstrasi negara dapat 
mengambil suatu keputusan yang pada dasarnya harus atas permintaan 
tertulis, baik dari instansi atau orang perorangan. Kemudian dalam membuat 
suatu keputusan terikat pada tigas asas hukum, yaitu 55:  
a) Asas Yuridiktas (rechtmatigeheid), yaitu bahwa setiap tindakan 
pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum 
secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan);  
b) Asas Legalitas (wetmatigeheid), yaitu setiap tindakan pejabat 
adminitrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan 
dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah Negara 
hukum,maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam 
setiap tindakan pemerintah;  
c) Asas Diskresi (freis ermessen), yaitu kebebasan dari seorang 
pejabat adminstrasi Negara untuk mengambil keputusan 
berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas 
yuridiktas dan asas legalitas. Sehingga, pejabat administrasi 
negara tidak dapat menolak untuk mengambil keputusan, bila 
ada seorang warga masyarakat mengajukan permohonan kepada 




                                                 




BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hubungan Ketentuan Hukum Pembangunan Perumahan dalam 
mencegah terjadinya Dampak Lingkungan Hidup di Kota Tegal 
Perihal menimbang dalam suatu peraturan perundang-undang memuat 
uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan 
alasan-alasan yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Konsinderan menimbang huruf a UU PKP menyebutkan: bahwa setiap 
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan 
kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis 
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu 
upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan 
produktif, konsideran menimbang huruf a ini merupakan konsideran yang 
muatannya bersifat filosofis.  
Penempatan lingkungan hidup dalam konsideran menimbang tersebut, 
menunjukan bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, 
kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini 
perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi 
lingkungan hidup. Sehingga dalam setiap usahanya harus memberikan 
perhatian serius terhadap lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan, 




lingkungan dan daya dukung lingkungan yang signifikan, sehingga perlu 
perhatian terhadap pencemaran lingkungan.  
Tujuan umum pengelolaan lingkungan adalah menciptakan kehidupan 
masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa memperdulikan 
lingkungan, hemat dan tidak merusak, berwawasan dan bertindak sesuai 
prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terlembagakan dan terbudayakan 
praktek-praktek konservasi/pelestarian sumber daya dan lingkungan.  
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas 
tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya 
alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mendukung 
risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan 
hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.  
Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengn 
baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas 
keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan 
kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan 
prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan 
dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.  
Pengaturan lingkungan hidup dalam UU PKP ditentukan bahwa setiap 
perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan 
kelestarian dan keberlanjutan yang artinya memberikan landasan agar 




memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan 
kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah 
penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi 
sekarang dan generasi yang akan datang.  
Sudut pandang pembangunan perumahan telah mengatur masalah 
lingkungan hidup di dalamnya. UU PKP merupakan dasar hukum 
pembangunan perumahan yang telah mengatur dan menjadikan asas 
kelestarian dan keberlanjutan sebagai asas dalam pembangunan perumahan. 
Hal Ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup memiliki peran dalam 
pembangunan perumahan. Untuk pembentukan peraturan perundang-
undangan, aspek kepentingan merupakan suatu bahan pertimbangan yang 
sangat penting. Dalam hal ini Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum 
harus mengharmoniskan kepentingan umum dan kepentingan individual 
melalui cita-cita keadilan yang hidup dalam masyarakat56. 
Bentuk aplikatif dari UU PKP di daerah tentunya untuk hal demikian 
memerlukan suatu aturan hukum ditingkat daerah terkait dengan 
pencegahan dampak lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kota Tegal telah 
menerbitkan pengaturan untuk mencegah dampak lingkungan hidup yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat 
Perda PPLH). 
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Tujuan diterbitkannya Perda PPLH yang disebutkan dalam Pasal 3 
Perda PPLH adalah untuk :  
a. Melindungi wilayah Kota Tegal dari pencamaran dan / atau 
pencemaran lingkungan.  
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.  
c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan 
kelestarian ekosistem.  
d. Menjaga kelestarain fungsi lingkungan hidup.  
e. Mencapai keserasaian dan keselarasan.  
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi 
masa depan.  
g. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan 
hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.  
h. Mengendalikan pemamfaatan sumber daya alam secara 
bijaksana.  
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.  
j. Mengantasipasi isu lingkungan hidup.  
Perkembangan jumlah unit rumah tiap bulan dalam tahun 2020 
mengalami fluktuasi. Terlihat dari garfik rekapitulasi yang menunjukkan 
peningkatan dan penurunan dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Secara 
substantif sebenarnya hubungan hukum antara pembangunan perumahan 
dan lingkungan hidup menekankan pada kewajiban pihak pengembang 




lingkungan hidup. Oleh karena itu Kota Tegal memaknai hubungan tersebut 
dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum 
Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kota Tegal 
(selanjutnya disingkat Perda 2/2013). Prinsip penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan bertujuan untuk menjamin 
keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum pada perumahan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Perda 2/2013 
adalah:  
a. Keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, 
Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial 
yang telah diserahkan dan / atau kemudahan bagi masyarakat 
untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan 
Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum 
dan fasilitas sosial.  
b. Akuntabilitas yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang 
dapat dipertanggung jawababkan dengan ketentuan perundang-
undangan;  
c. Kepastian hukum yaitu menjamin kepastian umum berupa 
fasilitas umum dan fasilitas sosial dilingkungan perumahan 
sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh 




d. Keberpihakan yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan 
Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum 
dan fasilitas sosial bagi kepentingan masyarakat dilingkungan 
perumahan. 
e. Keberlanjutan yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan 
Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum 
dan fasilitas sosial sesuai dengan fungsi dan peruntukanya.  
 
Keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan dan 
keberlanjutan merupakan prinsip yang wajib dianut dalam penyerahan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan hal ini akan melahirkan 
tanggung jawab atau kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup di 
perumahan yang dibuat oleh pengembang.  
a. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan 0-5 Ha sampai dengan 
25 Ha;  
b. 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 5 Ha 
sampai dengan 100 Ha;  
c. 41% (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih dari 100 
Ha (seratus hektar).  
 
Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum penyedianya 
ditetapkan dalam siteplan (rencana tapak) yang telah di sahkan oleh 




fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan oleh pengembang perumahan 
harus terletak pada lokasi perumahan sesuai izin pemanfaatan ruang yang 
telah disahkan oleh Bupati, kecuali untuk calon lahan tempat Pemakaman 
Umum.  
Permukiman yang nyaman dan menarik untuk ditinggali dapat 
diciptakan melalui penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum 
(fasum) yang lengkap dan memadai, penyediaan fasilitas tersebut mutlak 
diperlukan sebagai sarana interaksi sosial. Skala perumahan khususnya 
perumahan skala kecil berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas yang 
disediakan, terutama pada aspek fasum dan fasos yang tingkat 
ketersediaannya sangat kurang.  
Hal tersebut dikarenakan lingkup perumahan, lahan, dan modal yang 
terbatas menjadikan pengembang kesulitan untuk memenuhi aspek yang 
disyaratkan. Pada perumahan skala besar tidak menjadikan jaminan bahwa 
ketersediaan fasilitas umum secara lengkap, dikarenakan pada beberapa 
aspek tidak terpenuhi sedangkan penyediaan fasilitas sosial memberikan 
gambaran bahwa skala perumahan besar menjamin ketersediannya.  
Fasos dan fasum merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat di suatu area permukiman. Pengembang telah bersedia 
menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka kembangkan. 
Pengembang akan membangun fasus dan fasom sebagaimana mestinya, 




juga merupakan tindakan preventif dari terjadinya dampak lingkungan hidup 
seperti pencemaran lingkungan hidup.  
Kewajiban membangun fasus dan fasom sebagai bentuk pencegahan 
dampak lingkungan hidup, pemanfaatan ruang sebagai untuk perumahan 
juga memiliki keterkaitan. Dalam UU Penataan Ruang menentukan 
penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan 
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat 
pemanfaatan ruang. Pengaturan tentang tata ruang terkait dengan 
kewenangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, kewenangan yang dimaksud disini yaitu 
kewenangan pengendalian pemanfaatan ruang baik oleh Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.  
Kewenangan pemerintah dalam tata ruang mencakup kewenangan 
pemerintah pusat dalam pengendalian pemanfaatan ruang diseluruh wilayah 
negara kesatuan republik Indonesia kewenangan pemerintah mencakup 
kewenangan untuk memutuskan pemanfaatan ruang baik untuk penggunaan 
pemerintah maupun swasta. Putusan pemerintah yaitu:  
(1) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah 
mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota 
masyarakat; dan  
(2) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah 





Adapun "wewenang" secara umum merupakan kekuasaan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik. Wewenang pemerintah dapat 
dijabarkan:  
1) hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan; dan  
2) hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan 
diambil oleh instansi pemerintah lainnya. 
Pembangunan perumahan sangat inheren dengan kualitas kelestarian 
lingkungan sehingga banyak pihak pengembang dalam hal melakukan 
pembangunan perumahan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan 
harus melalui prosedur yang dirapatkan di Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah (BPPRD) dimana dalam rapat ini semua instansi yang 
berkaitan dengan pembangunan perumahan di panggil untuk mengikuti 
rapat dan menjelaskan pendapatnya terkait apakah pembanguanan 
perumahan ini menjadi layak atau tidak.  
Proses pembangunan perumahan pada site planya haruslah pula 
dilampirkan tentang pembuatan drainase. Drainase dimasukan dalam site 
plan bukan hanya karena drainase adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi 
untuk pembangunan perumahan melainkan ada tujuan lain yang mana 
tujuan tersebut merupakan upaya untuk melindungi lingkungan dengan 
membuatkan saluran pembuangan untuk meminimalisir kerusakan 
lingkungan. Sehingga hal ini yang kemudian menjadikan keterkaitan antara 




Instalasi Pengolahan Air Limbahh (IPAL) adalah instalasi pengelolaan 
air limbahh yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola limbahh cair 
sebelum dibuang ke media lingkungan. Hal ini menjadi sebuah kewajiban 
dimana usaha atau aktivitas yang menghasilkan limbahh cair perlu 
melakukan pengelolaan sebelum membuangnya ke media lingkungan, IPAL 
sangan bermanfaat sebagai sarana pelestarian lingkungan misalkan seperti 
mengolah air limbah agar air tersebut dapat digunakan kembali sesuai 
kebutuhan masing-masing, membuat air limbah yang akan di alirkan ke 
sungai tidak tercemar, menjaga kehidupan biota-biota sungai. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menyaring air agar bisa digunakan kembali.  
Limbah cair diolah di bangunan khusus (Instalasi Pengolahan Air 
Limbahh/IPAL) yang dibuat sesuai dengan jenis limbah cair yang 
dihasilkan. Pengolahan bisa dilakukan secara fisik kimia dan biologis atau 
gabungan/kombinasi sesuai metode yang diterapkan. Limbahh yang telah 
diolah harus diukur kadarnya dan tidak boleh melampaui ambang batas 
yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Baku Mutu Lingkungan Hidup.  
Pada perumahan sering ada kasus pembuangan limbah cair yang 
dilakukan tanpa menggelola sebelumnya sehingga limbah tersebut dapat 
mempengaruhi kualitas baku mutu lingkungan. Limbah cair merupakan 
limbah rumah tangga non kakus, yaitu buangan yang berasal dari kamar 
mandi, dapur (mengandung sisa makanan), dan tempat cuci. Limbah cair ini 
biasanya menggenang sebelum mengalir, sehingga tempat di sekitarnya 




nyamuk yang bersarang di genangan air kotor yang lama kelamaan akan 
menjadikan tempat di sekitarnya berlumut, menghitam, dan bau. Bau 
tersebut disebabkan oleh adanya proses dekomposisi zat organik yang 
memerlukan oksigen terlarut, sehingga dapat menurunkan kandungan 
oksigen terlarut dalam air limbah, ditandai oleh warna air limbah kehitaman, 
berbusa, dan berbau busuk. Sehingga ketika tidak ada kepedulian terhadap 
dampak limbah rumah tangga, maka limbah cair tersebut menjadi produk 
yang sangat merugikan bagi lingkungan, yang pada akhirnya merugikan 
kehidupan kita bersama, karena limbah cair yang dibiarkan meresap ke 
dalam tanah tersebut akhirnya akan mencemari air tanah.  
Yang oleh karena itu aktifitas limbah cair perumahan haruslah 
dilakukan pengelolaan limbah sebelumnya, yang mana pengelolaan limbah 
ini dilakukan sesuai denga kapasitas limbah yang dihasilkan, sehingga jika 
limbah nantinya dibuang tidak mencemari lingkungan dan membuat sejalan 
antara usaha perumahan dan lingkungan itu sendiri. 
Limbah cair dikelola oleh badan khusus pengelolaan limbah cair 
Instalasi Pengolahan Air Limbahh (IPAL) yang merupakan sebuah struktur 
yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air 
sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang 
lain. IPAL merupakan salah satu fasilitas utama yang harus ada dan 
beroperasi dengan baik dengan efesiensi pengolahan yang harus baik pula. 
Dengan kondisi limbah cair pada perumahan dalam hal pengolahan limbah 




gunakan untuk menangani air limbah secara efektif dapat terwujud terutama 
yang mengandung bahan kimia berbahaya. Banyaknya pembangunan 
perumahan di daerah yang mana buangan limbahnya harus benar-benar 
ditangani dan diolah dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan air 
tanah. Karena aktivitas pembangunan perumahan di sekitar kita dengan 
kondisi alam pada dasarnya perlu di sesuaikan yang mana jika tidak 
dilakukan akan menimbulkan masalah pencemaran pada lingkungan seperti 
sulitnya mendapatkan sanitasi lingkungan dan semakin sulitnya 
mendapatkan air bersih dari air tanah disekitarnya.  
Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan 
mensyartakan dalam proses pembuatan perumahan haruslah memiliki 
drainase dimana sistem drainase pada perumahan berfungsi untuk 
mengorganisasi sistem instalasi air dan sebagai pengendali keperluan air 
serta untuk mengontrol kualitas air tanah. Drainase perumahan direncanakan 
untuk mengendalikan erosi yang dapat menyebabkan kerusakan pada 
bangunan serta mengendalikan air hujan yang berlebihan atau genangan air 
pada rumah tinggal.  
Strategi yang harus dilaksanakan dalam mengatasi kelemahan untuk 
mengantisipasi setiap ancaman dengan mewujudkan lembaga pengelolaan 
drainase lingkungan yang berkualitas yang kemudian mengoptimalisasi 
kinerja SKPD terkait dalam pemeliharaan saluran drainase lingkungan, 
selain itu juga melakukan pengembangan kapasitas SDM instansi pengelola 




peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sarana 
dan prasarana permukiman yang ramah lingkungan. 
Drainase merupakan suatu sistem yang tidak hanya untuk 
menyalurkan air hujan, tetapi untuk limbah rumah tangga maupun limbah 
pabrik. Sistem ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
menciptakan lingkungan yang sehat, apalagi di daerah yang berpenduduk 
padat seperti di perkotaan. Drainase juga merupakan salah satu fasilitas 
dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat 
dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan 
infrastruktur khususnya). Secara umum, drainase didefinisikan sebagai 
serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau 
membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan 
dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha 
untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitas, dimana 
drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak 
diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang 
ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. 
 
B. Pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Akibat 
Pembangunan Perumahan di Kota Tegal 
Pasal 33, Ayat (4) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa perekonomian 
nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip 




efsiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi 
nasional. Pembangunan menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. 
Ancaman kerusakan dan penurunan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak 
lestari. Namun, pembangunan di Indonesia harus tetap dilaksanakan untuk 
mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana di amanatkan Alinea 
ke-IV Pembukan UUD NRI 1945. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat 
merupakan bagian dari HAM, yang oleh Jimly Asshiddiqie disebutnya 
dengan istilah constitutionalization of environmental policy. Dengan 
demikian norma perlindungan lingkungan hidup sudah ditingkatkan 
derajatnya dan berada pada level perundang-undangan tertinggi57. 
Meningkatnya sektor industri properti dalam hal pembangunan 
perumahan akan meningkatkan pula keterganguan lingkungan dari limbah 
yang dihasilkan oleh perumahan tersebut. Terganggunya lingkungan dapat 
diminimalisir dengan melakukan pengendalian dampak melalui prosedur 
teknis dan administratif. Pengendalian tersebut merupakan konsep yang 
membebankan tanggung jawab melalui fungsi pemerintahan dengan tugas-
tugas yang diberikan kepada pejabat adminisitrasi berdasarkan kewenagan 
yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan kewajiban-
kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang atau badan yang 
melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan limbah.  
Pembangunan perumahan selain menghasilkan manfaat bagi 
masyarakat, pembangunannya juga menimbulkan dampak, antara lain, 
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dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan 
hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan 
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari potensi 
dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, 
terus dikembangkan upaya pengendalian dampak lingkungan. Sebagai 
bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup di Kota Tegal karena 
adanya pembangunan perumahan sebagaimana dinyatakan dalam Perda 
PPLH Pasal 12 bahwa pengendalian dan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan 
hidup.  
Izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah 
satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek 
hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan 
dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek 
hukum yang dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang 
bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang 
ditentukan.  
Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh 
pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah 
memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-




ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh 
pemegang izin.   
Pembagunan perumahan itu baik yang dilakukan oleh swasta ataupun 
pemerintah wajib harus memiliki izin lingkungan hal ini dilakukan untuk 
meminimlisir dampak pencemaran pada lingkungan akibat pembangunan. 
Izin pembangunan perumahan menggunakan UKP-UPL karena untuk UKP-
UPL kan yang dilihat luasanya bukan bangunanya dan tidak ada perluasan 
wilayah untuk perumahan sekarang.  
UKP-UPL adalah upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup dimana dalam pembangunan perumahan, pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan juga menjadi syarat untuk dijaga kelestarianya 
dalam proses pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan perumahan, 
yang mana apabila ditemukan kesalahan pada UKP-UPLnya terkait 
pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadikan 
pembangunan perumahan tidak didasarkan atas keinginan untuk menjaga 
lingkungan berakibat tidak didapatkanya rekomendasi pembagunan bagi 
pihak pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan yang 
diinginkan. 
Pembangunan perumahan sangat erat hubunganya dengan 
permasalahan lingkungan, dampak pembangunan perumahan serta limbah 
yang dihasilkan dari pembangunan perumahan dapat menyebabkan 
penurunan terhadap kualitas lingkungan sehingga semua usaha yang 




hal ini sejalan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu :  
Pasal 2  
1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau 
UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.  
2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
melalui tahapan kegiatan yang meliputi:  
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;  
b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan  
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.  
 
Pasal 3  
1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki amdal.  
2. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 
UKL-UPL.  
 
Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang 
merupakan usaha yang dilakukan terkait pembangunan perumahan yang 
wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan 
jika usaha pembangunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau 
Amdal. Hal ini dilakukan agar terjadi keselarasan antara pembangunan 
perumahan dan kelestarian lingkungan dengan tujuan pembangunan 
perumahan yang dilakukan tidaklah menurunkan kualitas lingkungan hidup.  
Hal inilah yang menunjukan bahwa pembanguan perumahan dan 
lingkungan hidup secara inheren sangat berkaitan dan harus saling 
berkesinambungan dalam proses pelaksanaanya. AMDAL, UKL-UPL 
sebagai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah satu 




persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki 
sebelum diperoleh izin usaha.  
UKL-UPL memiliki beberapa tujuan yang pastinya akan sangat 
bermanfaat. Tidak hanya untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari 
dampak buruk yang mungkin saja diakibatkan oleh limbah ataupun dari 
usaha yang dilakukan. Namun membuat usaha yang dilakukan tetap bisa 
berjalan sejalan dengan lingkungan tanpa harus mengakibatkan dampak 
buruk pada lingkungan. UKL-UPL ini bisa berguna sebagai dokumen untuk 
menghindari kemungkinan munculnya konflik dengan masyarakat yang ada 
di daerah usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan bagi 
pemilik usaha dengan membuat dokumen UKL-UPL adalah dokumen ini 
bisa digunakan sebagai instrumen pengikat dalam pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perda PPLH 
1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL 
dan atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.  
2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan atau 
rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.  
3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat 
dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi 
UKP-UPL serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup.  
4) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan Walikota.  
5) Jenis perizinan, prosedur perizinan, penerbitan izin, masa 
berlaku perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota. 
 
Pembangunan baik yang dilakukan oleh pihak pengembang wajib 




didasarkan pada, bahwa setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan 
dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan 
pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai 
aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, 
sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak 
positif dapat disiapkan sedini mungkin. Dan perangkat atau instrumen yang 
dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut bisa Amdal dan UKL-UPL, 
dimana Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk 
mendapatkan Izin Lingkungan. 
Semua perumahan wajib mempunyai dokumen Lingkungan yang 
terdiri dari Dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan skala 
besarannya, karena dokumen lingkungan merupakan syarat untuk 
memperoleh Izin Lingkungan dan IMB. Akan tetapi pada prakteknya, ada 
beberapa perumahan yang tidak sepenuhnya melaksanakan isi atau 
kewajiban yang sudah tercantum pada Dokumen AMDAL atau UKL-UPL.  
Terhadap resiko negatif pembangunan perlu dilakukan perencanaan 
atas kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan 
penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan 
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Perencanaan 
dimaksud dengan menganalisis berbagai hal mulai dari manfaat kegiatan, 




Perencanaan demikian disebut dengan analisis mengenai dampak 
lingkungan (Amdal)58. Amdal sebagai salah satu instrumen yang konkret 
untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan. Dalam 
upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup, melalui penyelengaraan 
perizinan bidang lingkungan hidup. Amdal dibuat untuk menjaga kondisi 
lingkungan tetap berada pada derajat mutu tertentu demi menjamin 
kesinambungan pembangunan. 
Dampak positif adanya Amdal di Indonesia terutama dirasakan 
dengan peningkatan kesadaran lingkungan dikalangan birokrat dan 
pengusaha, tetapi setelah sekian tahun diterapkan, muncul banyak 
permasalahan. Hasil studi yang dilakukan, selama ini terdapat persoalan 
dalam sistem Amdal, pertama, pemahaman yang kurang bahwa amdal harus 
digunakan sebagai alat perencanaan (planning tool); kedua, peran serta 
masyarakat dalam pembentukan Amdal masih minim; ketiga, kurang jelas 
hubungan Amdal dengan perizinan; keempat, kualitas dokumen amdal 
lemah; kelima, tidak ada sistem monitoring atas penerapan Amdal59.  
Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk 
mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau 
permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses 
permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya 
Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
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mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak 
lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek 
teknologi, sosial, dan kelembagaan.  
Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat 
mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin 
lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan dan penerbitan izin lingkungan. Setiap usaha 
dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 
memiliki amdal. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam 
kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.  
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha 
dan/atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai 
dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau 
kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen amdal tidak dapat 
dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Dokumen amdal terdiri 
atas Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL. Sebagaimana telah 
disebutkan, izin merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan 
pengelolaan lingkungan hidup.  
Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat 
preemitif, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada 




sebagai tindakan preemitif dari pemerintah. Artinya, agar amdal dilakukan 
oleh pemrakarsa dengan efektif, sebagai upaya pengelolaan lingkungan 
yang baik. Sayangnya kerap kali para pemrakarsa mengabaikan 
penataatanya atas peraturan lingkungan, sehingga dampak negatif atas 
lingkungan timbul ketika aktivitas izin berlangsung. 
Amdal dikaitkan dengan perizinan. Jadi, suatu rencana usaha dan/atau 
kegiatan yang mensyaratkan Amdal, guna memperoleh izin, terlebih dahulu 
harus melengkapi dokument Amdal. Jika tidak memenuhi syarat pembuatan 
amdal, izin untuk melakukan usaha/aktivitas, tidak akan diberikan oleh 
pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Persoalanya, ada suatu usaha / 
aktivitas yang sudah berlangsung (operasional). Dilihat dari segi objektivitas 
harus dilakukan suatu studi kelayakan atas aktivitas tersebut berkenaan 
dengan aktivitas / usaha tersebut tidak lagi dilakukan amdal karena amdal 
hanya berlaku pada suatu rencana usaha atau aktivitas. Jadi, sebagai bagian 
dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana atau kegiatan.  
Ketidakpatuhan pengembang terhadap pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup, selain diakibatkan karena rendahnya kepedulian terhadap 
pencegahan pencemaran lingkungan hidup, juga karena masih lemahnya 
pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh 
pengembang yang membuat dan melaporkan dokumen lingkungannya. 
Selain itu, sanksi yang sangat ringan atau bahkan tidak ada sanksi bagi 




Akibatnya adalah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas 
perumahan masih sering terjadi. Perda PPLH Pasal 18 menentukan : 
1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki dokumen analisis 
mengenai dampak lingkungan (AMDAL)  
2) Apabila usaha dan / atau kegiatan sebagaimana yang 
dimaksud ayat (1) tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL, 
wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya 
pemantauan lingkungan (UKL-UPL)  
3) Apabila usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan wajib UKL-UPL, 
wajib membuat surat peryataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup (SSPL)  
4) Dokumen AMDAL dan UKL-UPL merupakan lingkungan 
hidup dan rekomendasi kelayakan lingkungan  
5) Penetapan jenis usaha dan / atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan Walikota. 
 
Perlunya AMDAL atau UKL-UPL dalam pembangunan perumahan 
dapat dimaknai sebagai salah satu perangkat pengendalian pengelolaan 
lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas 
dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dengan 
mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi 
bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum 
bagi pelanggar di bidang AMDAL atau UKL-UPL. 
Semua perumahan wajib memiliki dokumen Amdal atau UKP-UPL 
tergantungan luasanya, hal ini menunjukan bahwa dalam hal usaha 
perumahan haruslah disesuaikan dengan keadaan lingkungan dalam hal 
pembuatanya dan mempertimbangnya dengan bentuk UKP-UPLnya 




lingkungan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut sering terabaikan, 
sehingga tidak berfungsi secara optimal dalam mendukung suksesnya 
pembuatan perumahan yang berwawasan lingkungan.  
Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan perencanaan dan 
perancangan, serta pembangunan perumahan yang kontributif terhadap 
tujuan pelestarian lingkungan.  
Berdasarkan pengertian dasar tersebut tampak bahwa batasan aspek 
perumahan dan permukiman sangat berkaitan erat dengan konsep 
lingkungan hidup. Lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan 
dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, 
prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Prasarana lingkungan 
adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan 
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  
Hal ini dilakukan agar dilakukan agar menyeimbangkan upaya untuk 
memenuhi kebutuhan saat ini dengan keharusan untuk menyisakan 
lingkungan yang baik sebagai warisan positif kepada generasi di masa yang 
akan datang, karena hal ini didasarkan atas, bahwa semua komponen 
ekonomi, lingkungan dan sosial itu sebenarnya saling berkaitan dan tidak 
dapat digarap sendiri-sendiri. 
AMDAL atau UKL-UPL menjadi salah satu persyaratan utama dalam 
memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin 
usaha. Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu 




pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya berupa penegakan 
hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal 
tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna 
menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan 
pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.  
Persyaratan perizinan tersebut sesungguhnya merupakan hal atau 
kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh pemerintah. 
Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat tersebut tidak 
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah dapat mencabut izin 
tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain 
dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan 
pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut  
hukum. Adanya keberlakuan sanksi bagi pelaku usaha perumahan jika 
melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dalam UKP-UPL akan 
dikenakan sanksi administrasi mengingat UKP-UPL merupakan hal yang 
menjadi alasan mengapa izin lingkungan diberikan selain karena menjadi 
persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan UKP-UPL juga merupakan 
bentuk pengendalian terhadap usaha perumahan agar tetap menjaga dan 




Sanksi administrasi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada Pasal 71 
dan Pasal 72 dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan 
Pasal 71  
1. Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi 
administratif yang meliputi:  
a. teguran tertulis;  
b. paksaan pemerintah;  
c. pembekuan Izin Lingkungan; atau  
d. pencabutan Izin Lingkungan.  
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai 
dengan kewenangannya.  
 
 
Pasal 72  
Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (2) didasarkan atas:  
a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan 
hidup;  
b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan 
oleh pemegang Izin Lingkungan;  
c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan 
perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;  
d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau  
e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 
pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.  
  
Selain AMDAL, UKL-UPL yang dipersyaratkan sebelum melakukan 
pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin 
pemanfaatan ruang. Untuk pembangunan perumahan yang tidak sesuai 
RTRW, tidak memberikan izin misalkan pada lokasi yang tidak disebutkan 
dalam perda untuk perumahan namun mau di bangunkan lokasi perumahan 




Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat 
(1) sampai dengan ayat (7) disebutkan bahwa Perencanaan tata ruang 
dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang; dan rencana rinci 
tata ruang. Rencana umum tata ruang secara berhierarki terdiri atas rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.  
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 
59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian 
dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya.  
Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan 
kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan 
strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan Kawasan 
yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan 
perkotaan serta memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR 
yang ditetapkan dalam pedoman ini. RDTR merupakan rencana yang 
menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke 
dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam 
kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan 




RDTR Kota Tegal belum terbit sehingga penerbitan izin pemanfaatan ruang 
masih merujuk pada RTRW.  
Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang adalah adanya ketentuan 
umum peraturan zonasi sistem kabupaten yang salah satunya adalah sistem 
prasarana pengelolaan lingkungan yang meliputi zonasi untuk sistem 
jaringan drainase. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 
drainase meliputi kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan 
pembangunan, prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi 
genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana 
penunjangnya kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan 
pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang 
mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.  
Perizinan merupakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan 
perumahan dan permukiman, hal ini dijelaskan dalam Pasal 161 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mana dalam ketentuan tersebut 
dijelaskan fungsi izin yaitu:  
a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, 
peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang;  
b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan  





Ketentuan perizinan berfungsi sebagai alat pengendali dalam 
penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang dan 
rujukan dalam membangun. Ketentuan perizinan disusun berdasarkan 
ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan ketentuan 
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.  
Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) adalah izin yang wajib dimiliki oleh 
orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan 
bangunan dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai lokasi yang 
akan dilakukan pembangunan. Izin pemanfaatan ruang menjadi dasar alasan 
apakah pembangunan itu bisa dilakukan atau tidak, dimana izin 
pembangunan perumahan dapat diberikan apabila pembagunan yang akan 
dilakukan telah sejalan dengan rencana tata dan rencana wilayah yang telah 
dibuat oleh pemerintah.  
Proses izin pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara berurutan 
maupun secara bersamaan (simultan). Proses Izin pemanfaatan Ruang yang 
dilakukan dan diproses secara berurutan diantaranya :  
a. Izin Prinsip  
b. Izin Lokasi  
c. IPPT dan rencana Tapak  





Pertimbangan teknis yang mengikuti atau yang dipersyaratkan dalam 
pemberian izin Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan Peraturan bersamaan 
(simultan), setelah keluarnya Izin Prinsip diantaranya :  
a. Pertimbangan Teknis Lingkungan;  
b. Pertimbangan Teknis Peil Banjir;  
c. Pertimbangan Teknis Analisis Dampak Lain;  
d. Pertimbangan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran.  
 
Masa Berlaku Izin Prinsip diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) tahun 
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama satu tahun. Dalam 
melaksanakan kegiatannya, pemegang Izin Prinsip wajib menyampaikan 
laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota 
dan instansi terkait. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut 
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan daerah 
yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen oleh seluruh SKPD 









A. Kesimpulan  
Dari data yang dikumpulkan setelah dianalisis, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Hubungan ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam 
mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kota Tegal terlihat 
dari konsideran menimbang huruf a UU PKP yang menunjukkan 
bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, kehadiran dan 
keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini perumahan 
dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi 
lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kota Tegal menerbitkan 
ketentuan hukum yang mengatur pencegahan terjadinya dampak 
lingkungan hidup tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Pengembang telah bersedia 
menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka 
kembangkan merupakan tindakan preventif dari terjadinya dampak 
lingkungan hidup dan jika itu tidak dilakukan, maka sebagai tindakan 
represif akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana. 
2. Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat 




fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan instrumen izin. 
Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang 
wajib memiliki izin lingkungan 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyampaikan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam mengawasi dan 
menjaga pengelolaan lingkungan hidup lebih proaktif dan segera 
menerbitkan RDTR kabupaten agar menjadi acuan dalam menerbitkan 
Izin pemanfaatan ruang di Kota Tegal mengingat tumbuh kembangnya 
pembangunan perumahan di Kota Tegal cukup pesat sehingga perlu 
berbanding lurus dengan pengawasan oleh pihak pemerintah daerah  
2. Diharapkan bagi pihak pengembang dalam memulai usahanya yaitu 
membangun perumahan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah terkait pencegahan dampak lingkungan hidup dengan 
tidak hanya berfokus pada keuntungan dari usaha tetapi juga tetap mesti 
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